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Surakarta, 30 Mei 2014

Bersama ini kami sampaikan bahwa Fakultas Syariah IAIN Surakarta akan

mengadakan kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Prospek Pemidanaan Korupsi

di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif' yang akan

diselenggarakan Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2014

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Surakarta

maka dengan ini kami memohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber pada

kegiatan tersebut.

Kerangka Acuan pelaksanaan seminar terlampir'

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.

l\assalamu' alaikum wr' wb'
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Kerangka Acuan

Seminar Nasional

Prospek Pemidanaan Korupsi di Indonesia

PerspektifHukum Pidana Islam dan Hukum pidana positif

Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta

Rabu, l8 Juni 2014

Latarbelakang

Maraknya kasus pidana di Indonesia menarik perhatian banyak orang, tidak

hanya masyarakat di Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Terlebih kasus pidana

yang berkaitan dengan korupsi. Menurut Suwei World Justice projek, Indonesia

mendapat juara sebagai Negara terkarup di antara Negara_negara besar di Asia

Tenggara. Dengan penyematan gelar juara ini semestinya para pejabat dan

masyarakat Indonesia malu atas apa yang telah terjadi di Negara ini.

Kasus pidana korupsi ini semakin hari semakin merebak dan menjalar ke

semua rongga kehidupan bangsa. Perkembangan tindak pidana korupsi ini menjadi

salah satu permasalahan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah banyak menelan

kerugian karena pihak-pihak yang sangat tidak amanah dalam mengemban jabatan

dan kekuasaan.

Oleh sebab itu, kita perlu menggalakan suatu gerakan anti korupsi di Negara

ini, gerakan anti korupsi yang bukan hanya sekedar gerakan jalan di tempat akan

tetapi benar-benar suatu gerakan yang dapat menimbulkan perubahan untuk menuju

Indonesia yang bebas korupsi sehingga dapat menekan angka korupsi di Negara ini,

dan Negara Indonesia tidak lagi di sebut seba gai Negarajuara di asia tenggara.

Pemerintah Indonesia memang telah berusaha memberantas korupsi di negeri

ini, salah satu bukti dari gerakan pemerintah yaitu dengan dibentuknya KpK (Komisi

Pemberantasan Korupsi). Sayangnya, mengapa korupsi tidak pemah habis setelah

sekian banyak para koruptor yang tertangkap dan ditahan oleh KpK, dan mengapa

para koruptor tidak takut akan ancaman hukuman yang telah di berlakukan, dan



apakah yang mengakibatkan korupsi ini tidak pemah habis malahan semakin

menjadi-jadi, apakah karena hukum kita yang lemah atau KPK yang tidak bekerja

dengan benar?

Sebenamya pihak yang berwenang menangani pemberantasan korupsi,

seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja

maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan

dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK. Kalau dilihat dari kinerja dari KPK,

KPK sudah bekerja dengan sangat baik untuk menangkap para koruptor, jadi karena

hukum kita yang lemah dan ditemui sogokan-sogokan yang diberikan oleh para

koruptor tehadap hakim-hakim, maka semua yang dikerjakan oleh KPK hanya

sebatas gambaran bahwa telah banyak tersangka korupsi yang terjerat dalam kasus

korupsi, tetapi tidak dapat mengurangi jumlah angka korupsi di Negara ini.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dipandang beberapa pihak menjadi

salah satu penyebab suitnya memberantas tindak pidana korupsi. Selain lemahnya

penegakan hukum, hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana

korupsi (koruptor) dinilai lebih lingan dari pada perbuatannya. Maka wajar jika

sampai saat ini tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dihilangkan, bahkan semakin

hari semakin bertambah kasus korupsi.

Beberapa pihak menilai seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku

tindak pidana korupsi setimpal atau lebih berat dari perbuatannya. Para pelaku tindak

pidana korupsi harus mengembalikan seluruh harta negara yang diambilnya, atau

pelaku korupsi di-miskin-kan, bahkan ada yang berpendapat seharusnya pelaku

korupsi bisa diberi hukuman mati atas perbuatan tindak pidananya yang berat.

Dengan demikian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan terlihat

hasilnya. Tentu ini memberi efek jera bagi pelakunya dan menjadi langkah prefentif

bagi masyarakat lain. Masyarakat akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak

pidana korupsi karena ancaman pidana yang diberikan bisa sangat berat.

Atas dasar kesadaran dan keprihatinan terhadap karut marut pemberantasan

korupsi bangsa Indonesia yang tak kunjung usai inilah, Fakultas Syariah IAIN

Surakarta menggelar seminar nasional dengan tema "Prospek Pemidanaan Korupsi di

Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif'.
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Tujuan

l. Mendiskusikan masalah pemidanaan korupsi di Indonesia dalam perspektif
hukum pidana positifdan hukum pidana Islam

2. Mendiskusikan tantangan dan hambatan perwujudan penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi di Indonesia

3. Menganalisa masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pasca pilpres
2014

4. Menemukan jawaban atas berbagai persoalan korupsi di Indonesia

Narasumber:

l. Ahmad yani (Anggota DpR RI)

2. Dr. H. Mudzakkir, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UII yogyakarta)

Peserta:

l. Pengajar IAIN Surakarta

2. Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama

3. Kejaksaan Negeri

4. Polres

5. Kemenag

6. DPRD

7. Kepala Sekolah (SLTA dan MAN)
8. Ormas

9. Praktisi hukum

10. Akademisi

I l. Mahasiswa

Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada

Hari/Tgl

Tempat

: Rabu, l8 Juni 2014

: Gedung Pascasarjana Lantai IV IAIN Surakarta



Jadwal Acara

No Waktu Acara Pembicara

I 07.30 - 08.15 Resistrasi Peserta

2 08.15 - 08.45 Pembukaan

1. Pembukaan

2. Pembacaan ayat suci al-

Qur'an

3. Sambutan Dekan FSY

4. Sambutan Rektor

5. Penutup

MC

M. Usman, M.Ag.

Dr. Imam Sukardi,

M.Ag.

4 08.4s - 09.00 Coffee break Peserta

5 09.00 - 1 1.30 Panel

Prospek Pemidanaan Korupsi

di Indonesia

Perspektif Hukum Pidana

Islam dan Hukum Pidana

Positif

1. Ahmad Yani

2. Dr. Mudzakir

6 11.30- 11.45 Penandataneanan MoU - Fak. Syari'ah

- Pengadilan Agama

- Pengadilan Negeri

- Kejaksaan

- DPRD

7 I1.45 - 12.15 Makan siang dan ramah

tamah

8 12.15 - 12.30 Penulupan

Penutup

Demikian kerangka acuan penyelenggaraan seminar.

Surakarta, 30 Mei 2014

Panitia Seminar
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Permasalahaan yang dibahas:
r. Bagaimanakah pemidanaan dalam tindar

pidana korupsi di lndonesia?
z. Bagaimanakah pemidanaan dalam tindak

pidana korupsi ditinjau dari perspektif
pemidanaan dalam hukum pidana lslam?

3. Bagaimanakah prospek pemidanaan tindak
pidana korupsi di masa datang?
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ADA TIGA PERMASALAHAN MENDASAR
DALAM HUKUA,I PIDANA

1. Perbuatan yang bagaimanakah yang dapat
diktasifikasikan sebagai perbuatan pidana?

z. Kriteria apakah yang digunakan sehingga
seseorang dapat dianggap melanggar hukum
pidana?

:. Apa yang harus diperbuat terhadap
seseorang yang tetah melakukan pelanggaran
hukum pidana.

PEMIDANMN TINDAK KORUPSI

OPEMIDANMN DITENTUKAN OLEH
TIGA HAL:
I. PERBUATAN PIDANA

z. PERBUATAN MELAWAN HUKUM
r. KESALAHAN

OASAS HUKUM PIDANA:
.TIADA 

PI DANA TANPA ADA KESALAHAN "
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DASAR PEMIDANMN

I

PEREUATAN
PIOANA

STANDAR PEMIDANAAN
Adanya derita atau tindakan yang tidak
menyenangkan;

Adanya pelanggaran hukum pidana;
Dijatuhkan kepada orang yang benar-
benar melanggar dan karena
pelanggarannya;

Dijatuhkan oleh orang tain selain petaku;
Dijatuhkan oteh kekuasaan yang
berwewenang untuk menjatuhkan sanksi
oidana.

1.

2.

3.

4.

5.
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PERUMUSAN DELIK/ PERBUATAN
PIDANA

OPERUMUSAN DELIK DIBEDAKAN
MENJADI 3 BENTUK:
r. DELIK FORMIL

z. DELIK MATERIIL

:. DELIK FORMIL-MATERilL

MERUMUSKAN PERBUATAN
PIDANA

oPERBUATAN YANG DILARANG/ KELAKUKAN DAN
AKIBAT

o HAL IHWAL ATAU KEADMN TERTENTU
MENYERTAI PERBUATAN

o KEADMN TAi\ABAHAN PADA DIRI PELAKU ATAU
DILUAR DIRI PELAKU

g PERBUATAN MELAWAN HUKUM

' SUBJEKTIF

' OBJEKTIF
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PROBLEM PERUMUSAN DAN
ANCAMAN PIDANATIPIKOR
'Il^Pial,i^afi[slYi,tit?'"\'$rf+f; ATDELTKFoRMTL,DELTK

. !ql,tq! \IERBUATAN ptDANA YANG SERBA MENCAKUP
DAN TUMPANG-TINDIH

Tr"%rs.r9ryiqrlN DAN IDAK JELAS DASAR PEMBoBOTAN
4ltg4ry ry lpANn yc renym'ur ruAlrrirnii nrNcAruJ'
BIASA-BEMT-SANGAT/LUAR gtesn grRAi.

4N.C3l4 tl_!'lDiNA M| N|MUM KHUSUS DAN TEGAKNYA
KEADTLAN DALAM MENJATUHT,qN nonNA'
gEl:l,o.JENslTERJADtNyA pELANGGAMN HAK ASASI
1t ryVlB BAGI sEsEoMNGynNc orruynrArAN seeacer
TERSANGKA-TERDAKWA.TERPI DANA.

KEDUDUKAN ANCAMAN
PIDANA MATITIPIKOR
. ANCAMAN SANKSI PIDANA MAT| DTMUAT

DALAM PASAL 2AYAT (2);
. PIDANA MATIDAPAT DUATUHKAN DALAM

KEADAAN:

" P4NA NEGARAYANG DIKORUPSIADALAH
DANA-DANAYANG DIPERUNTUKKAN BAG II, PENANGGULANGAN KEADAAN BAHAYA,
2. P.ENANGGULANGAN BENCANA ALAM

NASIONAL,
3. PEryANGGULANGANAKIBATKERUSUHAN

SOSIALYANG MELUAS.
,1. PENANGGULANGAN KRtStS EKONOMT DAN

MONETE&

" PENGULANGANTINDAK PIDANA KORUPSI
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PASAL 2 AYAT (2) UU T|P|KOR
(l) Setiap orantyang secara melawan hukum

melakukan perbuatan. memperkaya diri sendiri atau
orang tatn atau suatu korporasi yang dapat merugikan
Keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana
oengan ptdana penjara seumur hidup atau pidana

ts?:i:Biiilf; )'uf; s'it"l"**?rj,'"?!:l,[ft "19,".'
200.000.000,00 (dua ratus iuta ruoiahJ dan oalins
banyak Rp 1.000.000.000,0d lsatu'mitiir rupiah).'

(2) Dalam hal tindak pidana koruosi
sebagaimana dimakiud dalam airat fl)
dilakukan dalam keadaan tertentu, iiianamati dapat dijatuhkan.

PENJELASAN PASAL 2AYAT (2)
Penjelasan Pasal 2 ayat (2)
. Y-alg dimaksud dengan "keadaan tertentu"

dalam ketentuan ini adalah keadaan yans
dapat dijadikan alasan pemberatan piaana
bagi pelaku tindak pidana korupsi yiitu
apabila tindak pidaha tersebut dilakukan
terhadap dana-dana yang diperuntukkan
pagt penanggulangan keadaan bahaya,
bencana alam nasional, penanggulangan
akibat kerusuhan sosiai yang riEtuas.-
penanggulangan krisis ekon6mi dan 

-

moneter, dan pengulangan tindak pidana
KOTUPST.
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PEMIDANAAN TIPIKOR
BERPOTENSI MELANGGAR HAM

. EryJAI-UE4N SANKST ptDANA DALAMTTNDAK ptDANA
KoRUpst BERporENst MELANGGAR HAK AsAsi MANusin
(SEMUA MAKSIMUM)

. lE!\tc^|tgAMAN ptDANA PENJAM SEUMUR HtDUpyANG
TIDAKTEPAT

. ANCAMAN PIDANA PENJAM TINDAK PIDANA KORUPSI:
" PIDANA PENJAM ) 2OTAHUN PENJAM
.31?iii,Rii?ti^""f,1l.?follllxooMEN,ALAN|pENrAM

. t!p4l!4 -crANT! 
KERUGTANYANG DAPAT D|GANTI DENGAN

iPfiiltiHnhfNc LAMANYA SAMA DG PTDANA Poi'ijK )
. PIDANA MATI DUATUHKAN DITUJUKAN KEPADA

PERUNTUKAN DANA, TIDAK OINILAI OIrir SESEMN
JUMLAH DANAYANG D|KORUPS|.

Pasal 18

Pasal 18

(l) Selain pidana tambahan sebagaimana dimak5ud dalam Kitab Undang_undang
Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak
pidana korupsi dilakukan, beSitu pula dari barang yang menggantikan
barang-barang tersebut;

b. pembayaran uant pengganti yant iumtahnya sebanpk_banyaknya sama
dengan haro benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c p€nutupan seluruh atau sebatian perusahaan untuk waktu paling lama I
(satu) tahun;

d. pencabuurn seluruh atau sebagian hak-hak tertantu atau p€ngtapusan
seluruh atau sebagian keuntungan teftentu, yant telah atau dapat diberikan
oleh Pemerintah kepada terpidana.
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(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) huruf b oalinq
Iama waktu | (satu) bulan sesu'dah pirtusan peheadiian
yang telah memperoleh kekuatan hirkum teiap, iraka
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan daiat
otretang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta
benda yang mencukupi untuk menbayar uanp
pengganti sebagaimana dimaksud dahm ayaf
( | ) huruf b, m_aka dipidana dengan pidana '
penJara yang lamanya tidak melebihi ancaman
maksimum dari pidana pokoknya sesuai
ketentuan dalam undan!-undarig ini dan
lamanya pidana tersebui sudah ditentukan
dalam putusan pengadilan.

PEMIDANAAN THD KORUPSI DALAM
HUKUM PIDANA ISLAM
o ISTILAH KORUPSI ATAU PADANANNYA TIDAK DITEMUMN DALAM HUKUM

PIDANA ISLAM

o HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAL EEBERAPATINDAK PIDANA/JARIMAH
YANG TERCAKUP DAI-,AM TIPIKOR:
1. Pelbetan melawan huklm/Tindak Ptdana Koruosi unum
r. P€nyatahgunaankekua$an

r. 5@p segala benrutnya

1. Penggelapan

6. Perbuatan oranS datam pemtorongan r€lGnan

7. l emb€rl hadiah arau ,anjt dengan menginsat k€*uasaan dan jabatan

3. suap t€ \alt dengan p€nyel€ng8anan peadilan
e. Detik melanpaui batas kekoanan

10. Percobaan, Pernbant@n, p€mufakaranTindakptdaB(orlDri
11. l erintangi Penditan Tindak pidana ron+si
r2. A{€rnbe.i Ketefangan }!ng ddal benar/pat$.
8. Dll

o SANKSITINDAK PIDANATERSEBUT DALM HUKUM tst Art{ TER .TASUK

KATEGORI SANKSI YANG BERSUMBER DARI HUKUM TIfZIR.



L7106/2014

SANKSI PIDANA MATI THD TIPIKOR
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
O PRI NSI P PENGANCA/\AAN PIDANA MATI DITUJUKAN

KEPADA TINDAK PIDANA YANG MENIMBULKAN
A(|BAT KEMATTAN YANG Dil-AKUKAN SECAM
SENGAJA.

O PIDANAMATI TIDAK DAPAT DIKENAKAN KEPADA
TINDAK PIDANA YANG KESALAHANNYA XMCNI
KEALpMN ATAU SERUpA SENGAJI > eENiUK
SANKSI PIDANA DIYAT (KOMPENSASI).

o BAGAIMANA JIKA DANA YANG D|KORUPSI
fqRSEBUT DTeERGUNAKAN uNtux xrpENrNcaN
SENYELAMATAN MANUSIA, AKIBAT DANANYA
DtKoRUpst MENTMBULKJA KEMATTAN onaNc.
ApAKAH DApAT DTKENAKAN sANKst proaNAMalz

o BANDINGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT
(2) UU TtPtKOR!

PEMIDANAAN DI MASA DATANG
KE-1
o KEBIJA]UA}I PENCEGAHAN LEBIH DIUTAMAKAN DARIp_4q4qEMNDAxAN6rnruca.luxaNxnFn-N-caori,atv-"

UNTUK DIKENAKAN PIDANA)
o PENCEGAIIAN MEMILIKI MANFAAT:. BIAYA LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN. ME\IqCUNAXAN SARANA HUKUM ADMINISTRASI DAN

SANKSI ADMINISTRASI
. LEqLH I1ENCEDEPANKAN PENDEKATAN KEMANUSIAAN.

PERTANCCUNGJAWABAN A-DM INISTRASI OEN MORAL_ 
_ ''

. MEMILIKI DAYA CEGAI{ YANG LEBIH EFEKTIF. N-EG4E4, DAN PETNTLENGGAR,A NEGA-R,A DAPAT LEBIHFU\qsIoNAl- UNTUK MENGURUST KEcrater.r-ieN?-i-rsr
BERMANFAAT

o PEN-C_EG{IAN DENGAN MEMBERDAYAKAN HUKUM
4p-r4INIqT&Aqr D4N sANKsr ADMrNrsrRAsrEAci -
PENGAWAT NEGERI DAN pEllyEr,pNccAn[N-r.in cana
LEBIH MEMBERI EFEK PENCEGAHAN.

o [Q!\p,t\Y{ aDALAH UNTUK MENCEGAH TERJADTNYA
4EBUGTAN NEGARA DAN pENGEMnALIeN-uaNc -'-^-
NEGARA.
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PORSI PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN

. ULTIMUM REMEDIUM
. |EPASTIAN: DIKE'IAHUI-
DIPROSTS.DNUNITII.
DIADIU.DiPIDANA

. PIDAiIA SEBACAI PAR]\
MEIE&! KEII)ILAN DLM
PERKARA PIDANA.

PEMNDAKAN

PRINSIP

NEGAM JANGAN SAMPAITAMBAH MENDERITA KERUGIAN
AKIBAT ADANYA PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR

KERUGIAN NEGAM DICEGAH DAN DIKEMBALIKAN,JIKA
TELAH DIAMBIL SECAM MELAWAN HUKUM
NEGAM MEMPEROLEH KEUNTUNGAN AKIBAT ADANYA
PELANGGAMN HUKUM PIDANA,/TIPIKOR.

NEGAMTIDAK BOLEH MEMPEROLEH KEUNTUNGAN
DENGAN CARAYANG TIDAK BENAR./MELAWAN HUKUM
PIDANA.

PENJATUHAN PIDANA DAN PELAKSANMN PIDANA HARUS
DAPAT MENGHAPUS KESALAHAN DUNIAW (HUKUM
NEGARA) DAN UKHROWI (HUKUM ALLAH).

SURAKARTA, tSrUNt 20t4
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